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Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tabanan
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tabanan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. | UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3
Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009

1. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1

2. | Pasal 118,120 HIR

2. Mengusai POLA BINDALMIN

3. | KMA/001/SK/1/1991  tentang  Pola-pola  Pembinaan  dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama

3. Memahami dan Menguasai aplikasi SIPP

4. | KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku [l pedoman
pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

4. Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang

5. | SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan

peradilan
6. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012
7 Permenpan No. 35 Tahun 2012
8.

SK Dirjend No. 019/DjA/HM.25/SK/I112014 Tentang Naskah
Standar SOP Penyelesaian Perkara
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KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGAPAN

Pedoman Mutu

SOP Pembuatan PMH

SOP Penyelesaian Perkara

SOP Transparansi dan Informasi Perkara

Komputer, Buku Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP,
Buku-Buku Referensi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS
akan terlambat ditetapkan

Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat
ditentukan

Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan
terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)

Data hari sidang tercatat pada buku induk dan terinput pada
aplikasi SIPP

Untuk perkara Permohonan Isbat Nikah, Penetapan Hari Sidang
ditambah 14 (empat belas) hari untuk diumumkan terlebih
dahulu




PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)

2 4 6 7 8
Menyerahkan berkas
perkara  kepada Ketua
Majelis untuk ditetapkan b kbundelk 2 menit bundelkberkas
hari sidang erkas perkara perkara
Mempelajari berkas perkara
permohonan/gugatan Y bundel berkas 10 menit bundel berkas
F perkara perkara

Menetapkan hari dan jam
per§idapgan dan mencatat bundel berkas . penetapan hari
hari sidang pada court perkara 5 menit dan tanggal
calender hakim sidang
Menginput data hari /
tanggal sidang dan tanggal data hari dan
Penetapan Hari  Sidang buncé?:(ggkas 5 menit tanggal sidang
pada aplikasi SIPP, IF')k 'SI]DP tersimpan di
mencetak dan apiikast SIPP
menandatangani PHS
Mendistribusikan surat surat
permohonan kepada ermohonan
anggota  majelis  untuk berkas perkara | 10 menit P pada tiap
dipelajari anggota
Menyerahkan berkas
perkara yang telah ada |
PMH, Penunjukkan PP dan ”Sgﬁg“e”
inst bagi Jurusita/JSP ) ) ’
Il:‘nstl:llimen o l:mrql:esllasukan berkas perkara 5 menit ?:rt]régrl}gg

il kepad . .
Do epaca ditandatangani
Menerima berkas perkara v
dari Ketua Majelis - berkas perkara 2 menit berll(pal_lssdan

Waktu yang diperlukan : 39 mnt




